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BUPATI PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR :     52    TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  

NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Timur                                                

Nomor : 188/1003/KPST/013/2022 tentang Penetapan Harga 

Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi 

Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/465/KPST/013/2023 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur                                         

Nomor : 188/1003/KPST/013/2022 tentang Penetapan Harga 

Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi 

Jawa Timur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur serta dalam 

rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembayaran 

dan penyetoran Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang              

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022               

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
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9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas                

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038);  

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23                    

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4657); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10                    

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo                 

Tahun 2015 Nomor 01); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6                

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 

Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022              

Nomor 1 Seri D); 
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23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 Nomor 47 

Seri G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 16 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo  

Nomor 47 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10                     

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2023 Nomor 16 Seri G). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG                              

PAJAK DAERAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam BAB IV HARGA STANDAR BIDANG MINERAL BUKAN LOGAM 

DAN BATUAN Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB IV  

HARGA STANDAR BIDANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  

Pasal 4 

(1) Nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan menggunakan 

harga standar. 

(2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam                

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan              

Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah                      

Kabupaten Probolinggo. 

 

Ditetapkan di               Probolinggo 

Pada tanggal  20  September 2023 

BUPATI PROBOLINGGO 

            ttd 

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO 

Diundangkan di         Probolinggo 

Pada tanggal  20 September  2023 

        SEKRETARIS DAERAH 

                       ttd 

     UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi 

          Pembina Utama Muda 

     NIP. 19690515 199003 1 009 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 52 SERI G 

 

Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

PRIYO SISWOYO, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19680412 199103 1 025
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO                                

                                                                   NOMOR     :       52       TAHUN 2023 

                                                                            TANGGAL  :   20  September 2023 

 

DAFTAR HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

 

NO JENIS 
HARGA DASAR (m3) 

(Rp) 

PENGAMBILAN  

(25% x Harga Dasar) 

(Rp)  

1 2 3 4 

1 Batu Kapur 150.000 37,500 

2 Dolomit 50.000 12,500 

3 Granit/Andesit 45.000 11,250 

4 Kalsit 75.000 18,750 

5 Marmer 250.000 62,500 

6 Pasir Kuarsa 60.000 15,000 

7 Phospat 60.000 15,000 

8 Tanah Serap (fullers earth) 50.000 12,500 

9 Trass 35.000 8,750 

10 Tanah Liat (bahan semen) 45.000 11,250 

11 Tanah Liat Ball Clay 45.000 11,250 

12 
Tanah Liat (Bahan Bangunan, Batu Bata, 

Genteng dan sejenisnya) 
30.000 7,500 

13 Tanah Urug 10.000 2,500 

14 Nepal/Pedel 30.000 7,500 

15 Pasir Untuk Bangunan  45.000 11,250 

16 Pasir Urug 24.000 6,000 

17 Batu Kerikil 45.000 11,250 

18 Sirtu 45.000 11,250 

19 Nitrat 12.000 3,000 

20 Batu Tulis 10.000 2,500 
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21 Batu Apung 12.000 2,500 

22 Garam Batu 7.500 1,875 

23 Asbes 20.000 5,000 

24 Talk 30.000 7,500 

25 Mika 40.000 10,000 

26 Magnesit 20.000 5,000 

27 Grafit 8.000 2,000 

28 Yarosit 16.000 4,000 

29 Tawas (Aluminium) 10.000 2,500 

30 Leosit 12.000 3,000 

31 Oker 12.000 3,000 

32 Gips 8.000 2,000 

33 Bentonite 18.000 4,500 

34 Obsidian 7.500 1,875 

35  Perlit 4.000 1,000 

36 Feldspar 9.000 2,250 

 

BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO 


